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A. Latar Belakang

Isu perubahan iklim beberapa tahun belakangan menjadi sebuah isu yang
telah menarik perhatian dunia. Perubahan tersebut antara lain diakibatkan oleh
pengerusakan alam dan polusi. Hasil studi NASA! dan NOAA ? menyatakan
bahwa 2014 adalah-tahun;paling-panas sepanjang ;sgjarah. NOAA dan NASA
melakukan analisis data suhu dari tahun 1880 hingga 2014. Terungkap, suhu rata-
rata tahun lalu 0,68 C° lebih tinggl dari suhu bumi rata-rata. Sementara itu,
analisis itu juga mengungkap bahwa segjak memasuki milenium baru atau tahun
2000, suhu bumi rata-rata per tahun terus meningkat dan memecahkan rekor
sebagal suhu terpanas (Kompas.com, diakses tanggal 7 Desember 2014).

Perubahan iklim juga ternyata telah merubah peta kebijakan dan politik
dunia. Salah satu kebijakan dunia terhadap isu lingkungan tersebut ditandai
dengan berdirinya UNFCC? pada bulan Juni 1992, melalui Earth Summit yang
diadakan di Rio de Jene@ro. Tyjuan’ pendiriant\UNFCC tertuang dalam artikel 2
piagam UNFCC, yaitu untuk menstabilkan tingkat jumlah gas rumah kaca di

atmosfer guna mencegah gangguan lebih lanjut terhadap iklim. Secara umum

' NASA (National Aeronautics and Space Administration) adalah lembaga pemerintah Amerika
Serikat yang bertanggung jawab terhadap penelitian luar angkasa dan aeronautika dan program
kedirgantaraan

> NOAA (National Oceanic and Atmospheric) adalah badan ilmiah di Departemen Perdagangan
Amerika Serikat yang berfokus pada kondisi samudra dan atmosfer.

> UNFCC adalah singkatan United Nations Framwork Convention on Climate Change/konvensi
rangka kerja PBB tentang perubahan iklim



pihak UNFCC ini terbagi dua yaitu Annex 1* yang merupakan kelompok negara-
negara magju, dan non Annex | yang merupakan negara-negara berkembang.
Adapun REDD® merupakan mekanisme lokal, nasional dan internasional dalam
upaya mereduksi dampak pemanasan global dan degradasi hutan, serta
mekanisme konservasi dan penjagaan stok karbon hutan di negara-negara
berkembang.

Skema ini digulirkan pada konferensi perubahan iklim yang dikenal
dengan Confrence of the."Pa.rti&sl. (COP) di .Montreal, Kanada tahun 2005 dan
diratifikas pada KTT COP 13 pada Desember 2007 di Bali. Pengusulnya adalah
negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia. Negara-negara
pengusul tersebut antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Kolombia, Brazil,
Republik Demokratik Kongo, Kamerun, Kosta Rika, Meksiko, dan Peru.
K esebelas negara tersebut memiliki 50 persen hutan tropis dari hutan yang ada di
dunia (Wiranata, 2009 :1).

Ide mengenai. insentif untuk negara berkembang pertama kali
diperkenalkan oleh duta besar Papua Nugini, Robert Aisi, dalam forum Seminar
of Government Expert'yang-diadakan di Bonn, bulan'Mei 2005. Di tahun yang

sama pada COP 11 di Montreal, proposal pengurangan emis dari deforestas

4 Negara-negara Annex | adalah Negara maju yang dianggap bertanggung jawab terhadap emisi
gas sejak revolusi industry, 150 tahun silam. Mereka mengemban tugas menurunkan emisi gas
rumah kaca dan harus melaporkan emisi gasnya tiap tahun. Negara Annex | ini terdiri dari 38
negara industri maju di Eropa, Amerika Utara, Australia. Jepang merupakan satu-satunya Negara
Asia yang masuk dalam kategori ini.

> REDD adalah singkatan  Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation(pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan) dan penambahan + dalam
REDD+ adalah bahwa REDD+ mencakup didalmnya peran Konservasi,pengelolahan berkelanjutan
hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan.



secara resmi digukan oleh kelompok negara yang tergabung dalam Koalis
Negara Hutan Hujan (CRfN)®(Sukadri, 2012:34).

Pemerintah Indonesia sendiri pada tingkat nasional dan internasiona
berkomitmen untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan memanfaatkan
imbalan karbon. Komitmen tersebut nampak dari pernyataan Presiden untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari lgju emisi bisnis seperti biasa
pada tahun 2020 dengan biaya sendiri atau sebesar 41% dengan bantuan
Internasional. Hal ini di&aﬁipéi kaﬁ. melalui. ﬁeédm Susilo Bambang Y udhoyono
pada pertemuan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB/UNFCCC, di

Bali pada bulan Desember 2007 (www.Mongabay.co.id diakses tanggal 09

Desember 2014) . Pendanaan untuk proses konservas hutan itu sendiri dikenal
dengan mekanisme pendanaan ifund-based mechanism ’ dan market based
mechanism® (Apriwan et.al, 2013 :6).

Data resmi Dinas Kehutanan menyatakan bahwa Indonesia memiliki
133,694,685,18 ha kawasan hutan pada tahun 2008, padahal tiga tahun
sebelumnya (2005) seluas 123,459,513 ha Walaupun di atas kertas ha ini
memperlihatkan adanya “peningkatan kawasan hutan’ di -Indonesia, perubahan
angka teresebut sebenarnya disebabkan oleh perbedaan cara pengukuran yang

diterapkan pada tahun-tahun tersebut (FWI 2008).

® CRfN adalah singkatan dari Coalition for Rainforest Nation, suatu kerja sama antara negara
berkembang yang memiliki hutan hujan untuk menyelaraskan pengelolahan hutan dengan
pembangunan ekonomi,sejak November 2008 terdapat 41 negara-negara yang ikut
berpartisispasi,dari Asia,Afrika,Amerika,dan Ocenia.

’ Pendanaan dimana Negara-negara non Annex menerima kompensasi dari negera-negara Annex
atas usaha mereka melindungi hutan kawasannya,tetapi ini tidak dihitung sebagai sebagai salah
satu cara negara-negara annex | untuk mencapai target pengurangan emisi.

¥ Mekanisme pendanaan yang berdasarkan mekanisme pasar. Pendanaan diberikan negara
Annex | kepada kepada Negara Non Annex | berdasarkan kredit karbon yang mereka hasilkan.



Data dari berbagai lembaga lain termasuk di dalamnya, Organisasi Pangan
dan Pertanian PBB (FAO) dan Pengamat Hutan Dunia/Pengamat Hutan Indonesia
(GFW/FWI). FAO menyatakan bahwa Indonesia memiliki 88,495,000 ha hutan
pada tahun 2005 (FAO 2006) sedangkan GFW/FWI mencatat seluas 83,655,000
ha pada tahun 2008 (Indrarto et.a, 2012: 1). Dari data Pusat Invertarisasi dan
Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan (2001)
Sumatra Barat sendiri memiliki luas wilayah hutan dan perairan yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Mentrl Kl.ehutanan. No 422/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni
1999 adalah seluas + 2.600.286 Ha, kawasan hutan itu terdiri dari:

- Hutan Konservas ° seluas + 846,175 ha.

- Hutan Lindung (HL) +910,533 ha.

- Hutan Produksi (HP) seluas +843,578 ha.

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) + 246,383 ha.
- Hutan Produksi Tetap (HP) + 407,849 ha.

- Hutan Produksi Y ang Dapat Dikonservasi (HPK) + 189,346 ha.

Sumatera Barat ‘pada tahun 2014 melalui BP-REDD+ juga sepakat untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca dari kerusakan hutan di sgjumlah kabupaten.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama
(MoU) BP REDD+ dengan Gubernur Sumatera Barat dan tujuh Bupati dari 7

kabupaten serta Walikota Padang (www.m.antarasumbar.com diakses tanggal 08

Desember 2014).

® Hutan konservasi termasuk didalamnya Cagar Alam (CA),Suaka Margasatwa(SM),Taman
Nasional(TN), Taman Wisata Alam(TW),Taman Hutan Raya(THR) dan Taman Buru (www.
Dephut.go.id)



Menurut website Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan (2013)
dijelaskan bahwa Sumatra Barat adalah salah satu provins yang ditunjuk sebagai
sebuah provinsi untuk percontohan implementasi REDD+ di Indonesia. Sebagai
percontohan maka pemerintah Sumatra Barat harus melakukan beberapa hal,
yakni:

1. Menyusun Rencana Aks Daerah (RAD) yang dalam ha ini didahului

dengan penyusunan Strategi RAD (SRAD).

2. Implementasi SRAD Idengan | péndekatah pengelolaan  berbasis
masyarakat/ Community Based Forest Management (CBFM) yang meliputi
konsep hutan nagari/hutan desa, hutan kemasyarakatan atau hutan tanaman
rakyat (HTR).

Untuk mendukung kewagjiban di atas, Provins Sumatra Barat telah
menyiapkan beberapa strategi | yang dapat menjadi peta jalan menuju
impelementasi REDD+, yaitu:

1. Pelana (Pengelolaan Hutan melalui Nagari) Sumbar telah membuat
roadmap. CBFM dengan target 500.000 ha. Dalam impelementasinya
masyarakat diminta terlibat secara proaktif dalam aspek pengurusan hutan
(perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan).

2. Bangau (Pembangunan Hijau) adalah pembangunan yang berwawasan
lingkungan yaitu pembangunan yang tidak merusak dan melampaui daya
dukung lingkungan  sebagai bagian dari penurunan emisi sektor

kehutanan.



3. Taha (Penataan lahan secara arif), yaitu penataan lahan yang berdasarkan

resolusi konflik .

Salah satu hutan yang telah dicanangkan untuk menjadi hutan percontohan
adalah hutan Jorong Simancuang di Kabupaten Solok Selatan. Sesuai dengan
keluaran Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) 49/2008 tentang hutan desa,
maka masyarakat Jorong Simancuang berhak atas pengelolaan hutan tersebut,
yang telah disediakan oleh pemerintah.

Pada tanggal 3 O.I{to.ber IéOll dik.ell.Jarkan Surat Keputusan 1zin Aredl
Percadangan Hutan Desa seluas 650 ha dari Menteri Kehutanan yang difasilitasi
KKI (Kelompok K1) Warsi, maka secara resmi hutan di jorong tersebut menjadi
hutan desa/nagari. Sebagal tindak lanjut dari SK tersebut, pada tanggal 19 Januari
2012 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan tentang pemberian Hak
Pengelolahan Hutan Nagari (HPHD) kepada lembaga Pengelola Hutan Nagari
(LPHN) Jorong Simancuang (www.Kabar Indonesia.com, diakses tanggal 5
Desember 2014). LPHN (Lembaga Pengelolahan Hutan Nagari) adalah organisasi
yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, dimana memiliki tugas sebagai pengelola
hutan nagari sesuai dengan pengetahuan lokal masyarakat dimana dalam struktur
organisas ada beberapa seksi yang berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
secara struktur organisasi LPHN diisi oleh unsur-unsur pemuka masyarakat
Simancuang.

Melihat dari sgjarah hutan Simancuang hingga menjadi hutan percontohan
sebelum SK (Surat Keputusan) Permenhut 49/2008, dimana masyarakat menjaga

dan mengelola hutan semata-mata kearifan yang diturunkan oleh orang-orang tua



mereka. Menjaga dan mengelola hutan memiliki tujuan untuk kesejahteraan
masyarakat Jorong Simancuang, apakah itu untuk pengairan sawah atau
mengelola hasil hutan yang bukan kayu (rotan, buah-buahan, dsb) yang
diambil/diolah melalui musyawarah masyarakat dengan tokoh-tokoh adat.
Kearifan masyarakat tersebut dewasa ini justru dihadapkan oleh sebuah
penebangan dan pembalakan liar. Hal ini terjadi dimotori oleh oknum-oknum
bersenjata dan pejabat |okal, membuat masyarakat tidak memiliki kemampuan
menyelesaikan secara Iegal .forrlr.1al (perﬁndang-undangan) hingga masyarakat
Jorong Simancuang memotori untuk mengusahakan secara formal melalui SK
Permenhut dan dilanjutkan Gubernur Sumatra Barat dengan memberikan Hak
Pengelolaan Hutan Nagari melalui lembaga formal LPHN (Lembaga Pengelolah
Hutan Nagari). Maka dari itu hutan nagari Jorong Simancuang termasuk salah
satu hutan pelopor percontohan untuk Provinsi Sumatra Barat dalam pengelolaan
hutan yang berbasis kearifan masyarakat.

Menarik untuk melihat dan memahami bahwa Hutan Nagari yang dikelola
oleh adat sudah ada jauh sebelum peraturan-peraturan itu ada. Dalam masyarakat
Minangkabau sesungguhnyasudah dikenal pengelolaan hutan berbasis masyarakat
yang berkaitan dengan identitas dan entitas nagari. Ini ditunjukkan melaui
pepatah lama Minangkabau yang menyatakan

““nan bancah jadian ka sawabh,

nan lereang jadian ka parak,
ka rimbo babungo kayu,

ka sawah babungo padi”’



Penekanan hak-hak ulayat yang mesti dipenuhi oleh masyarakat di dalam
mengakses hutan tertuang dalam pepetah adat di atas, dimana setiap pemanfaatan
hasil hutan (rimbo) mesti ada pgak (bungo). Pepatah demikian menunjukkan
keterkaitan antara ulayat dan nagari, dimana ulayat bagi masyarakat Minangkabau
tidak hanya sekedar bernilai ekonomis akan tetapi juga bernilai sosial, budaya dan
ekologis (Firmansyah et.al, 2007: 2), ulayat bagi masyarakat Minangkabau tentu
sgja adam dan seluruh isinya termasuk di-dalamnya hutan.

Berpijak atau berpégéng ;I);s\da gagésaﬁ-gagasah mengenai hutan telah ada
di dalam masyarakat Minangkabau jauh sebelum isu-isu perlindungan lingkungan
yang berkembang belakangan ini. Pengetahuan terkait pelestarian lingkungan di
dalam masyarakat lokal misalnya telah ada dalam bentuk-bentuk pengetahuan
lokal (local knowledge) yang imereka miliki. Hutan nagari yang dikelola dan
dijaga oleh masyarakat dalam 'bentuk pengetahuan lokal (lokal knowledge)
tersebut, saat ini terbentur oleh gagasan-gagasan internasional terhadap pelestarian
lingkungan yang di belakangnya ada insentif untuk pengelolaan lingkungan
khususnya hutan. Begitu pulalah yang terjadi dalam hutan Simancuang setelah
terlembaga pengel olaan dan-penjagaan hutan melalui. LPHN-dihadapkan oleh isu-
isu insentif yang diharapkan di dalam menjaga dan mengelolanya. Benturan

gagasan-gagasan tersebutlah yang peneliti akan urai dalam penulisan skiripsi ini.

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, persoalan hutan nagari dapat

dikatakan sebagai sebuah ide mengenai pelestarian lingkungan yang dimiliki



masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan hutan dengan kesadaran
masyarakat untuk menjaga lingkungan yang berbasis pada pengetahuan lokal
masyarakat yang bersangkutan. Di satu siSi gagasan-gagasan loka yang benar-
benar dapat dikatakan “murni”, adalah gagasan yang semata-mata bertujuan
untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya dan menjaga keseimbangan
ekologis. Disisi lain gagasan demikian dapat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan
mengenai pelestarian lingkungan (konservasi) internasional yang di belakangnya
ada unsur-unsur ekonomi .r'r'iel.al uilinsentif beﬁbmgunm dari negara-negara maju.
Benturan-benturan gagasan yang akan terjadi setelah masuknya gagasan
internasional terhadap pelestarian lingkungan khususnya hutan tentu sga
mempengaruhi gagasan |okal masyakarat dalam melihat hutan yang ada di tengah-
tengah masyarakat Jorong Simancuang.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, bagi peneliti’ menarik untuk
mempelgari  secara lebih seksama mengenal kearifan lokal masyarakat Nagari
Simancuang mengenal hutan nagari tersebut di tengah i1su pelestarian lingkungan
internasional. Terkait isu pelestarian lingkungan itu, salah satunya adalah upaya
menjaga dan memelihara hutan nagari ini. Untuk-|ebih-memudahkan pendliti
dalam melihat persoalan tersebut maka perlu merumuskannya dalam beberapa
pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengetahuan lokal masyarakat Jorong Simancuang dalam
mengelola hutan nagari?
2. Bagaimana pengetahuan lokal masyarakat Jorong Simancuang terhadap

perlindungan lingkungan internasional dalam pengelolaan hutan nagari?
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C. Tujuan Pendlitian
Penelitian mengenai “Etnoekologi Hutan Nagari” sendiri memiliki tujuan :
1. Mendeskripsikan pengetahuan masyarakat setempat terhadap hutan.
2. Menganalisis hubungan pengetahuan masyarakat mengenai hutan di

tengah isu pelestarian lingkungan internasional.

D. Manfaat Penéelitian
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sendiri adalah;

1. Dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referens,
terkait pelestarian lingkungan.

2. Memberikan gambaran mengenai pola gagasan masyarakat |okal
dalam memahami hutan nagari.

3. Sebagal sebuah acuan yang dapat digunakan untuk mendorong minat
daam mengkaji persoalan pelestarian lingkungan yang berbasis

masyarakat lokal.

E. Kerangka Pemikiran

Kebudayaan di bagi atas bagian yang tampak (overt culture) dan bagian
yang tidak tampak (covert culture), dan bagian yang tidak tampak adalah ide atau
gagasan,dan suatu yang abstrak yang berbeda dengan overt culture yang dapat
dilihat dengan pancaindera (Linton dalam Poerwanto, 2000:53). Berangkat dari

pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa aspek gagasan adalah sebuah hal penting
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dalam melihat kebudayaan. Demikian juga halnya pandangan terhadap lingkungan
(alam), dan masyarakat tentu memiliki gagasan-gagasan tersendiri .
[Imu lingkungan atau Ekologi sendiri sebagai sebuah ilmu yang lahir tahun
1869 dikenalkan Ernst Hoeckel, kata Ekologi berasal dari bahasa Yunani Oikos
yang berarti rumah atau rumah tangga dan logos berarti ilmu. Maka secara harfiah
Ekologi memiliki arti ilmu yang mempelgari ilmu kerumah tanggaan. Sedangkan
pengertian lingkungan meliput tempat dan segala apa yang terdapat di sekitar kita,
mulal yang terbatas di ruméih-tanggasampai yang terluas, yaitu angkasaraya atau
alam semesta (Dwidjoseputro, 1994:1). Di sisi lain para ahli ekologi juga melihat
bahwa aktifitas manusia berkenaan dengan lingkungannya, tidak sekedar sebuah
aktifitas perorangan sgja (individual), tetapi sebenarnya terbentuk dan tersusun
dalam sebuah kerangka komunalnya (Arifin, 2005 :3). Goodenough sebagaimana
dikutip Poerwanto (2000, 167-168) dalam bukunya “Kebudayaan dan Lingkungan
dalam Perspektif Antropologi” menyampaikan:
“Kebudayaan suatu masyarakat terdiri dari dan mengenai sesuatu
keteraturan yang ingin diketahui atau dipercayai, kemudian
dioperasionalkan dalam adat-istiadat atau tatacara (manner) yang
diterima oleh  warganya, 1dan" jika iatau - beberapa orang
menerimanya akan' dia lakukan...itu merupakan bentuk-bentuk
pemikiran sebagai model untuk menerima,menghubungkannya,
dan selanjutnya melakukan interpetasi atas itu.... Deskripsi
etnografi, kemudian membutuhkan metode untuk memproses
fenomena yang diobservasi, kemudian secara induktif ia
mengkontruksikan teorinya mengenai bagaimana informan kita
mengorganisasikan fenomena tersebut. Hal ini juga merupakan
teori, bukan hanya fenomena belaka, demikian seharusnya
deskripsi etnografi sekarang”.

Melihat hubungan antara manusia dengan lingkungan seperti apa yang

disebut sebagai lingkungan “pengetahuan” menekankan pada persoaan



12

bagaimana lingkungan dipersepsikan masyarakat (Anderson dalam Saifuddin,
2006 :277). Maka penelitian mengenai gagasan masyarakat lokal terhadap hutan
nagari adalah sebuah kajian kebudayaan yang berkaitan dengan sistem gagasan
yang telah ada dengan gagasan baru dalam dunia internasional (isu konservas).
Bagi masyarakat lokal mengelola hutan dan menjaga lingkungan bukan ha yang
baru. Adanya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki secaraturun temurun dalam
mengelola hutan telah menjadi warisan berharga bagi mereka, akan tetapi di
tengah perubahan waktu pengetahuan terse.bu.t bergesar dan hilang seiring dengan
hilangnya hak-hak masyarakat dalam mengelola hutannya.

Hutan sendiri dalam masyarakat lokal dipahami berbeda-beda di dalam
pengelolaan, seperti dalam masyarakat Desa Halimun Kawasan Gunung Sangga
Buana Banten Kidul contohnya, mereka memiliki konsep pengelolahan
sumberdaya hutan yang membagi area menjadi tiga bagian yaitu : Leuweung
Titipan, Leuweung Tutupan dan Leuweung Bukaan. Leuweung Tutupan adalah
hutan yang dapat dibuka dengan peraturan yang ketat dan untuk kepentingan
tertentu. Sedangkan pada Leuweung Bukaan pun pengelolaan pun tidak
sembarangan tetapi -menggunakan pembukaan huma yang kemudian disertal
dengan penanaman tanaman semusim maupun tahunan (Suharjito, 2006 : 26-27).

Contoh lain yang juga penting adalah pemahaman atau gagasan
masyarakat terhadap lingkungan dalam masyarakat Serampeh Jambi. Masyarakat
Serampeh memiliki gagasan untuk melestarikan lingkungan dalam konteks
masyarakat lokal. Menurut Arifin (2005) masyarakat Serampeh mengena rimbo

adat dan rimbo inang gadis. Di sini rimbo inang gadis dilihat sebagai hutan
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cadangan yang senggja belum dibuka dan diolah oleh masyarakatnya yang
bertujuan sebagai kebutuhan di masa akan datang. Adapun hutan adat (rimbo
adat) tidak ada larangan untuk masuk bagi anggota masyarakatnya akan tetapi
dilarang untuk menebang pohon kecuali rotan atau manau dengan jumlah yang
terbatas.

Penelitian serupa mengenai gagasan juga telah dikuatkan oleh penelitian
Effendi et.al (2005) pada masyarakat Sangir Solok Selatan dimana masyarakat
memandang hutan/lingkuhijaﬁ sebagal sebuah hasil konsepsi dimana konsepsi itu
hadir dari sistem kognitif individu- individu.

Lahgjir (2001: 20) dalam penelitiannya terhadap hutan perladangan orang
Dayak di Tunjung Linggang Kalimantan juga menekankan pada ide/gagasan
masyarakat lokal. Sistem pengetahuan Masyarakat Dayak tentang hutan, yang
mana didasarkan pada fungsi dan kegunaan hutan tersebut. Istilah Talutn-tanaaq
(hutan-tanah) yang menjelaskan pemahaman bahwa antara hutan dan tanah tidak
dapat dipisahkan.

Sehubungan dengan gagasan, Dove (1987) juga memberikan penjelasan
terhadap gagasan masyakarat Dayak Kantu terhadap lingkungan berupa ide-ide
tentang sistem perladangan mereka. Di mana Masyarakat Dayak Kantu memiliki
pengetahuan lokal yang terwujud dalam bentuk |adang-ladang mereka.

Pada Masyarakat Minangkabau sendiri dalam melihat alam/hutan juga
tidak lepas dari sebuah pengetahuan loka yang tertuang dalam bentuk pepatah
adat dimana pembicaraan mengenai lingkungan adalah pembicaraan bersama

(komunal) dalam masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau
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sendiri hutan dan seluruh hasil dari hutan diatur oleh penghulu-penghulu dari
masing-masing suku. Dimana ulayat itu sendiri dibagi pada 2 ulayat kaum dan
ulayat nagari, dimana ulayat kaum adalah tanah yang dimanfaatkan tetapi belum
diolah oleh masyarakat atau disebut juga hutan rendah, sedangkan ulayat nagari
adalah berupa hutan cagar dan tanah cadangan nagari atau disebut juga dengan
hutan tinggi ( Navis, 1984 : 152).

Gagasan-gagasan yang telah ada dalam masyarakat tersebut tentu sga
tidek dapat dipahami ."be.gitul. sgja, hiﬁgga sgjumlah ahli  Antropologi
mengembangkan konsep etnosains (etnoekologi). Etnoekologi sebagai sebuah
bagian dari ilmu Antropologi yang membahas mengenai hubungan yang erat
antara manusia, ruang hidup, dan semua aktifitas manusia di bumi. Dilihat dari
latar belakang pemikiran etnoekologi yakni : (1) Manusia sebagai objek kajian.
(2) Ekologi dan Determinisme,° dimana etnoekologi merupakan ilmu yang
menjembatani ilmu alam, ilmu sosia, ilmu lingkungan alam, dan ilmu lingkungan
masyarakat yang memfokuskan manusia sebagal aktor dalam aktifitas lingkungan
(Hilmanto, 2010 : 23). Kerangka pemikiran etnoekologi adalah perbedaan cara
memandang yang akhirnya-akan menghasilkan bentuk prilaku yang berbeda.
Inilah yang mendasari kenapa pola hubungan antara manusia dan lingkungannya,
hubungan manusia dengan lingkungan ditentukan oleh kebudayaan setempat
sebagal pengetahuan yang diyakini serta menjadi sumber sistem nilai (Mulyati

dalam Irawan, 2012 : 2)

% Determinisme adalah sebuah pendekatan yang melihat alam mempengaruhi manusia dan
kebudayaannya ( Arifin, 1998 : 58 )
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Alasan perlunya memahami secara mendalam pola-pola sosial budaya
masyarakat lokal (insider) akhirnya menjadi penting. Hal ini juga berangkat dari
pemikiran bahwa perilaku pada prinsipnya mudah mengalami perubahan, setiap
perilaku pada prinsipnya bisa dimanipulasi oleh setiap pelakunya. Oleh sebab itu,
pemahaman terhadap pola yang mengatur tindakan dan pola dari setiap tindakan
akhirnya penting untuk dilakukan. Pola —pola seperti ini secara konseptual disebut
dengan “pola dari” (pattern for)”” dan “pola bagi’’(pattern of), dimana pola dari
disebut juga sebagai pola. 'ék.tual Iaan p0|é bagi disebut juga sebagai pola ideal
(Keesing, 1974: 3).

Apabila dihubungkan dengan program pelestarian lingkungan terutama
hutan yang dicanangkan oleh UNFCC melalui REDD+ tentu saja menjadi unik di
tengah masyarakat lokal yang telah jauh hari memiliki gagasan pelestarian
lingkungan dalam bentuk pengetahuan lokal (local knowledge). Dalam
Antropologi Ekologi baru sendiri yang dikemukan Kottak (1999: 25) bahwa
pengetahuan-pengetahuan terkait lingkungan tidak hanya bisa dilihat dalam
konteks masyarakat lokal sgja akan tetapi dapat pula dilihat dalam konteks
pengetahuan yang dibawa-dunia internasional yang menjadi trend dalam
penjagaan lingkungan (konservasi, biodiversity dll) saat ini. Konservas
lingkungan yang dibawa oleh UNFCC melalui REDD sendiri adalah bagian
dimana cara pandang luar terhadap pelestarian lingkungan hutan yang ada di
Jorong Simancuang dan tentu sgja NGo memiliki peran dalam penyampaian ide-
ide baru tersebut. Maka benturan-benturan ide-ide baru dan lamaini lah yang akan

cobadiura pada penulisan skirpsi ini.
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Kondis perubahan tentu sgja dialami juga oleh masyarakat dalam
pengelolaan hutan nagari, baik dari segi gagasan dan tata prilaku masyarakat
dalam melihat hutan nagari. Perubahan sosial sendiri yang dipahami sebagai
sebuah perubahan penting dari sturuktur sosial dimana yang dimaksud dengan
perubahan struktur sosial meliputi pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang di
dalamnya ada nilai-nilai,norma dan fenomena kultural (Moore dalam Lauer,
2003 : 4). Perubahan-perubahan yang terjadi dipandang sebagai sebuah bentuk
strategi adaptas masyarakét.terhlédap apé y.ang terjadi di tengah permasalahan
lingkungan seperti illegal logging yang tidak mampu dihadapi oleh masyarakat

Jorong Simancuang.

F. Metodologi Pendlitian
1. Metode Pendlitian
Untuk mendapatkan data yang diinginkan di dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor
(dalam Moleong, 1996: 3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau. lisan dari orang-orang dan prilaku yang
dapat diamati. Kat&katé dan perilaku yang akan diamati di sini adalah yang
terkait dengan gagasan terwujudnya dalam kehidupan masyarakat loka Jorong
Simancuang yang memiliki hutan nagari.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnoekologi, sebuah
pendekatan yang melihat lingkungan sebagaimana dilihat masyarakat yang diteliti,
dimana untuk memahami lingkungan tersebut kita harus mengungkapkan

taksonomi-taksonomi dan klasifikasi-klasifikasi yang ada dalam istilah-istilah
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lokal (Arifin, 1998:61). Terkait dengan itu, sistem peristilahan (bahasa) menjadi
alat yang sangat penting untuk mengungkapkan pengetahuan beserta sistem
kategorisasinya. Penelitian etnoekologi pada dasarnya bertujuan untuk melihat
bagaimana lingkungan dilihat oleh masyarakat yang diteliti, dimana asumsinya
adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap prilaku manusia. Artinya
lingkungan fisik yang ditafsirkan lewat pengetahuan dan sistem nilai masyarakat
itu sendiri. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam menggali pengetahuan
mereka adalah observasi-.bar.tisiplési, Waﬁaﬁcara mendalam (indepth interview)
untuk memahami lingkungan.

Lingkungan yang ditafsirkan tersebut tentu saja bagian dari sistem budaya
sehingga untuk memahaminya peneliti harus memahami bahasa, dikarenakan
sistem pengetahuan di dalam kategorisasi dan taksonomi unsur-unsur lingkungan
yang terwujud di dalam berbagai’ konsep dan istilah (Ahimsa, 1997:55). Melaui
pengamatan kemudian dilakukan wawancara terhadap informan. Tipe penelitian
adalah deskriptif, dimana menurut Mantra (2004: 38) tipe tersebut bertujuan
untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di
dalam masyarakat. Hal ‘itu-menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan naturalistik yang bersumber dari pandangan fenomenologis
yaitu berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun
bertindak orang-orang itu sendiri. Bagi para pengikut pandangan ini yang penting
idlah kenyataan yang terjadi sebagal yang dibayangkan atau dipikirkan oleh

orang-orang itu sendiri (Moleong, 1996: 31).
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2. Lokas Pendlitian
Lokas penelitian adalah Nagari Pauh Alam Duo, Jorong Simancuang,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Lokas ini salah satu nagari
percontohan hutan nagari (Hutan Nagari Simancuang) sesuai dengan Permenhut
49/2008. Hutan Nagari Simancuang menjadi sebuah hutan percontohan dalam
pengelolaan yang berbasis pada kearifan lokal yang forma dalam bentuk

organisasi LPHN (Lembaga Pengel olaan Hutan Nagari).

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong,1996: 90). Dari wawancara
yang dilakukan dengan informan, diharapkan peneliti mendapatkan informasi
yang dibutuhkan menyangkut penelitian yang dilakukan. Informan memberikan
informasi sekaligus menjadi guru bagi peneliti untuk bisa mengerti budaya dari
masyarakat yang ditelitl.

Teknik yang dipakai dalam pemilihan informan adalah penarikan sampel
secara senggja (purposive) -dimana informan dipilih' berdasarkan maksud dan
tujuan penelitian (Nasution, 1988:32). Penarikan sampel secara sengaja dilakukan
karena informan yang dipilih dianggap mengerti dan mengetahui dengan baik
objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian
maka informan dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dengan objek penelitian. Informan adalah berupa tokoh-

tokoh adat, pengurus LPHN (Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari), walinagari,
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masyarakat yang terkait dengan hutan Nagari Simancuang. Dengan teknik

purposive diharapkan mendapatkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan

penelitian.
Tabel 1. Informan Penelitian
No Nama Jenis kelamin Usia Pekerjaan
1 P.E Laki-Laki 45 tahun Sekretaris
L PHN/Petani
2. E - kaki-Laki- | 0 A5tahun Ketua L PHN/Petani
3. S Laki-Laki 63 Tahun Petani
4. Y Perempuan 38 Tahun Ibu Rumah Tangga/
Petani
5. | EDtB.L Laki-Laki 46 tahun Ketua KAN
6. D Dt. P Laki-Laki 56 Tahun Pemuka Masyarakat
7. ZA Laki-Laki 54 Tahun Wali Nagari Alam
Pauah Duo
8. K.J Laki —L aki 57 Tahun Pemuka M asyarakat
9. D Laki-laki 45 Tahun M asyarakat/Petani
10. JS Perempuan 40 Tahun Masyarakat
11. T.S Laki-laki 70 Tahun Petani
12. E.P Laki-Laki 40 Tahun Pengurus LPHN
13. N Laki-Laki 45 Tahun Pengurus LPHN
14. WN L aki-L aki 45 Tahun Petani

Sumber s Data Primer

4. Teknik Pengumpulan Data

primer dan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui

Data yang digunakan untuk

penelitian ini ada dua macam, yaitu : data

studi

kepustakaan yang berguna untuk menunjang data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari
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arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 1996:113). Selain itu data-
data dari instansi terkait seperti di kantor Jorong, kantor kenagarian dan Dinas
K ehutanan setempat.

Dalam penelitian ini studi kepustakaan yang dimaksud berupa tulisan-
tulisan peneliti terdahulu yang menyangkut gagasan masyarakat lokal terhadap
lingkungan. Selain data sekunder juga digunakan data primer, menurut Lofland
(dalam Moleong, 1996: 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah
kata-kata, dan tindakan. katé-kalté dan tiﬁd;e\kan ini-dapat disebut dengan data
primer. Untuk mendapatkan data dari kata-kata dan tindakan dari informan
digunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

a Observas

Obsevas merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik
mengenai fenomena-fenomenajyang diteliti (Mantra, 2004: 82). Dalam kajian ini
peneliti mengamati dan mencatat secara menyeluruh mengenai prilaku masyarakat
lokal terhadap hutan nagari. Menurut Ahimsa (1997 ;56) prilaku manusia
dianggap sebagal bagian dari proses-proses kognitif yang mengklasifikasikan
kenyataan di luar dan'ditangkap melalui panca indera. Dengan demikian
pemahaman mengenai perilaku manusia juga didapat dengan memahami kategori
lingkungan dan aturan yang ada dalam masyarakat lokal. Dalam penelitian ini
difokuskan pada Masyarakat Jorong Simancuang,

b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengaukan
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pertanyaan dan yang diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu (Moleong, 1996: 135). Pentingnya teknik wawancara dalam
penelitian ini untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang
lain (informan) serta bagaimana pandangan mereka terkait hal-hal yang tidak
dapat kita ketahui melalui observasi (Nasution, 1988:73). Oleh karena itu untuk
kajian ini wawancara juga sangat diperlukan terutama untuk memperoleh data
yang berkaitan dengan gagasan-gagasan masyarakat lokal berkaitan dengan
budaya dan ekonomi (matépe.ncarli.an) terk(.a\it.dengan keberadaan hutan nagari
Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan petunjuk umum
wawancara. Menurut Patton (dalam Moleong, 1996: 135) pendekatan
menggunakan petunjuk umum wawancara yaitu dengan cara membuat kerangka
dan garis besar pokok-pokok jyang ditanyakan dalam proses wawancara.
Penyusunan pokok-pokok itu dilekukan sebelum wawancara dilakukan. Pokok-
pokok yang dirumuskan tidak ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara
hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara
untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.
Pada saat melakukan-wawancara dengan inferman, pedoman yang dibuat
itu hanya sebagai acuan untuk mengingat dan mengontrol wawancara agar sesuai
dengan alur yang diharapkan. Kata — kata yang dipilih untuk mengajukan
pertanyaan bisa sgja tidak sama dengan pedoman wawancara hamun tetap sesuai
dengan petunjuk (pedoman) wawancara yang dibuat (Moleong, 2000: 136).
Beberapa pertanyaan yang peneliti gjukan terkait dengan pengetahuan mengenai

hutan tentu sgja telah terkonsep dalam bentuk catatan-catatan kecil. Dalam
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prakteknya terkadang konsep-konsep terkait pertanyaan mengenai hutan tidak
berjalan semana mestinya.

Dengan teknik wawancara jalannya proses wawancara tidak kaku dan
wawancara berjalan bersifat informal, sehingga informan yang diwawancarai
lebih leluasa menjawab pertanyaan dari peneliti. Dengan demikian peneliti dapat
mempelgjari dan mendalami gagasan-gagasan masyarakat lokal terhadap hutan

nagari yang mungkin tidak dapat peneliti temukan alasannya melalui observasi.

5. AnalisisData

Anadisis melibatkan suatu cara berpikir, dimana analisis merujuk pada
pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, serta
hubungan di antara bagian-bagian itu dengan keseluruhannya (Spradley, 1997:
117). Andlisis data dilakukan darijawal penelitian sampai akhir penelitian. Dengan
demikian analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan
lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang
lain. Data-data yang' telah-terkumpul ini dikelompokkan berdasarkan tujuan
penelitian.

Andlisis data yang dilakukan adalah menggabungkan hasil dari seluruh
pengumpulan data yang telah dilakukan baik dari observasi hingga dari hasil
wawancara dengan semua informan. Selanjutnya peneliti juga menganalisis data
yang didapatkan melalui pendekatan etik, yaitu pandangan dari peneliti sendiri

terkait hasil wawancara dan observasi. Hasil wawancara berupa pandangan-
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pandangan atau ungkapan-ungkapan terkait gagasan masyarakat lokal terhadap

hutan nagari sehingga hasil penelitian ini dapat disgjikan dalam bentuk laporan.

G. Proses Penditian

Peneliti tertarik untuk mengambil judul “Etnoekologi Hutan Nagari” setelah
mengikuti diskus yang diadakan oleh Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Andalas padal tanggal 14 Oktober' /2014, dimana pandangan-
pandangan mengenal kesigpan Sumatera Barat mengahadapi isu REDD+ sangat
minim dalam sudut pandang Antropologi. Setelah berdiskusi dengan pembimbing
yang juga sebagal pembicara pada seminar tersebut mengusulkan untuk

menjadikan sebuah bahan penelitian.

Pada tahap awal pembuatan proposal peneliti telah melakukan survey awal
yang dilakukan pada bulan Januari 2015. Peneliti amat sulit untuk mengakses
lokasi pendlitian yang memakan waktu perjalanan cukup lama dan akses jalan
yang sulit. Di lokasi penelitian peneliti diterima oleh Wali Nagari dan pengurus
LPHN yang memberikan penjelasan secara umum mengenai Hutan Nagari
Simancuang. Pada tanggal 18 Februari 2015 proposal penelitian “Etnoekologi
Hutan Nagari (Studi Kasus: Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo,

Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan).” diseminarkan.

Penelitian untuk pembuatan skiripsi ini mengalami banyak perubahan dari SK
yang telah dikeluarkan padatanggal 07 Oktober 2014 dengan judul dan tema yang

berbeda, hingga akhirnya penelitian ini mula resmi dilakukan pada tanggal 24
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Februari 2015 hingga 14 Maret efektif berada di lapangan. Meskipun peneliti
bukan masyarakat asli Solok Selatan, tetapi peneliti mencoba hidup bersama
masyarakat selama 20 hari. Langkah awa penelitian setelah berada di lapangan
peneliti menghabiskan banyak waktu di kantor Wali nagari untuk mendapatkan
data-data yang terkait demografi dan kondisi lingkungan alam masyarakat

Simancuang.

Setelah di rasa cukup data yangdikumpulkan di kantor wali nagari penéliti
mencocokkan data tersebut dengan data yang berad;al di pemerintahan terkecil
yakni di tingkat jorong. Untuk mendapatkan data - data dan mencocokkan data
dengan tingkat pmerintahan terkecil peneliti menghabiskan waktu selama 2 hari
disebabkan akses data di tingkat jorong yang kurang tertata dengan baik
disebabkan karena perpindahan pimpinan wali jorong yang baru terlaksana selama
1 bulan. Selama proses penelitian berlangsung peneliti tinggal langsung di rumah
sekretaris LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) hingga akses data terkait
hutan nagari cukup mudah untuk didapatkan. Selama proses pengambilan data
efektif peneliti menghabi skan waktu selama 15 hari baik untuk wawancara dengan
tokoh-tokoh adat dan bengurus—pengurus LPHN (Lembaga Pengurus Hutan
Nagari), sedangkan 2 hari peneliti habiskan untuk terlibat pemetaan hutan Nagari
Simancuang. Pendliti dan pengurus LPHN masuk ke dalam hutan untuk mengukur
tapal batas hutan yang pernah di buat sebelumnya dalam rangka pemasangan

pancang permanen batas hutan nagari.

Dalam penelitian ada beberapa kendala, seperti dalam proses wawancara

peneliti  mengalami cukup kesulitan disebabkan ragam dialek bahasa
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Minangkabau yang cukup sulit untuk peneliti pahami. Peneliti mengikuti aktifitas-
aktifitas LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) di dalam bermusyawarah di
mulai pada pukul 20.00 WIB hingga pukul 03.00 dini hari. Di tengah kondisi
jalan yang tanpa penerangan dan rusak untuk mencapai rumah di mana
musyawarah dilaksanakan hingga peneliti amat sulit mengumpulkan dokumen-
dokumen rapat pengurus LHPN secara langsung. Kesulitan lainnya yakninya,
jarak terhadap pusat pemerintahan seperti-kantor Wali nagari, Camat dan kantor
KAN( Kerapatan Adat Néé&i) y:;ng cukub j.auh yang ditempuh selama 30 menit
perjalanan, karena Jorong Simancuang yang terpencil dan akses jalan yang cukup

sulit.

Selama penelitian peneliti lebih banyak mendapatkan data- data dari Ketua
dan Sekretaris LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) terkait hutan nagari dan
beberapa pengurus lainnya. Data-data mengenai sejarah dan adat lebih banyak
didapat dari tokoh adat yakni E Dt. B. Di samping kesulitan-kesulitan diatas
penelitian ini juga ada kemudahan-kemudahan yang didapat yakninya terbukanya
masyarakat di dalam menerina peneliti. sebagal pendatang yang melaksanakan

tugas akhir perkuliahan.



